
 

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR  3 TAHUN 2009 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika 

penyelenggaraan pemerintahan desa maka perlu meninjau 

kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa; 

                          b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 

Desa dan Perangkat Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4587); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Presiden  Nomor 1 Tahun 2007 tentang  Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

Undangan; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

dan  

BUPATI SUKOHARJO  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN 

KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) diubah 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah  Kabupaten Sukoharjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai 

perangkat daerah kabupaten. 

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 

kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan 

dari Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi 

daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan. 

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang 

dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan 

Kepala Desa. 

11. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa yang 

terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan 

dan unsur kewilayahan. 

12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat 

BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
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13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

selanjutnya disingkat   APB Desa adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 2 
 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan 

penghasilan tetap berupa uang senilai hasil 

pengelolaan tanah bengkok oleh Pemerintah Desa dan 

diberikan setiap bulan. 

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit senilai satu 

setengah kali upah minimum regional Kabupaten. 

(3) Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit senilai satu kali 

upah minimum regional Kabupaten. 

(4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dalam 

APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. 

(5) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) bagi Kepala Desa dan Perangkat 

Desa diberikan tambahan penghasilan tetap yang 

bersumber dari APBD Kabupaten sesuai kemampuan 

keuangan daerah. 

(6)  Penghasilan tetap dan tambahan penghasilan tetap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 

(3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan setiap tahun 

dalam APBDesa.  

 

3.  Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 

Pasal 2A selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 2A 

Tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (5) dibayarkan terhitung mulai tanggal            

1 Januari 2009. 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 19 Mei 2009 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

 

 

BAMBANG RIYANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sukoharjo 

Pada Tanggal 19 Mei 2009 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

ttd 

 

Ign. INDRA SURYA 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2009 NOMOR 3 
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PENJELASAN  
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR  3  TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR 8 TAHUN 2006 KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA  

DAN PERANGKAT DESA 
 

 

I. PENJELASAN UMUM. 

 

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa 

ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, 

dengan memperhatikan masukan-masukan dari berbagai elemen 

masyarakat.  

Pokok-pokok perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah 

mengenai pengaturan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik 

yang berasal dari hasil lelangan bengkok dan tambahan penghasilan dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

 

Pasal I 

         Angka 1     

                               Pasal 1    

  Cukup jelas 

Angka 2     

 Pasal 2     

  Cukup jelas 

Angka 3 

          Pasal 2A                    

Besarnya tambahan penghasilan tetap disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sukoharjo 

tahun berjalan. 

 

Pasal II 

 Cukup jelas 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR 162 

 

 


